Masukan kami terima paling lambat
19 Juli 2022 melalui emalil
rorenkeu@pom.go.id

cc: sekrerorenkeu@gmail.com

RANCANGAN, 13 JULI 2022
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8
TAHUN 2019 TENTANG PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan sistem  akuntansi
pemerintahan = yang berbasis akrual, diperlukan
penyesuaian pengaturan mengenai penatausahaan dan
pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di
lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan,;

b. bahwa dengan adanya perkembangan pengaturan
mengenai pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
dimana penerimaan dan realisasi yang seharusnya dicatat
di masing-masing Satuan Kerja penghasil Penerimaan
Negara Bukan Pajak, Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Penerimaan Negara Bukan Pajak Fungsional di
Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan sudah
tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hukum sehingga perlu dicabut;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan

Badan Pengawas Obat dan Makanan tentang Pencabutan
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Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8
Tahun 2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara
Bukan Pajak Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas

Obat dan Makanan;

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang
Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2020 tentang
Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 230,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6563);

Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan
Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);

Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat
dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1003) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Badan
Pengawas Obat dan Makanan Nomor 22 Tahun 2020

tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis



Menetapkan
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di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1151);

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 23
Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit
Pelaksana Teknis di Lingkungan Pusat Pengembangan
Pengujian Obat dan Makanan Nasional Badan Pengawas
Obat dan Mkanan (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1004);

7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 155/PMK.02/2021
tentang Tata Cara Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan
Pajak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 1235);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
TENTANG PENCABUTAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN NOMOR 8 TAHUN 2019 TENTANG
PENGELOLAAN PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
FUNGSIONAL DI LINGKUNGAN BADAN PENGAWAS OBAT DAN
MAKANAN.

Pasal 1
Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 8 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Fungsional di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 581),
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



-4 -

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita

Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN,

PENNY K. LUKITO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR



